SALINAN

KEPALA DESA TEDUNAN
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (KPM BLT DESA)

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEDUNAN,

a. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022
tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 35;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT Desa) Tahun
Anggaran 2023.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2014  Nomor
213,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang



Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  55358)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 No. 960);

. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1295);

. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018
Nomor 51), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49
Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 No. 49);
Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun
2022 Nomor 54);



10. Peraturan Desa Tedunan Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa TA 2023
(Berita Desa Tedunan Tahun 2022 Nomor 3);

11. Peraturan Desa Tedunan Nomor 5 Tahun 2022
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tedunan Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa
Tedunan Tahun 2022 Nomor 5)

12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Tedunan Tahun Anggaran 2022-2028 (Berita
Desa Tedunan Tahun 2023 No. 1);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pada hari Rabu tanggal dua
puluh lima tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TEDUNAN TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (KPM BLT
DESA) TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Demak.

Kecamatan adalah Kecamatan Wedung

Desa adalah Desa Tedunan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur



masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM
Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan
dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai
dengan Dana Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan
langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada
keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peratuan perundang-
undangan.

Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa
adalah wupaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Data P3KE adalah data Pensasaran Percepaan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 2

Pengunaan Dana Desa diprioritaskan untuk untuk membiayai kegiatan yang
mendukung pencapaian 18 (delapan belas) SDGs Desa yang berkaitan dengan
kegiatan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional,
dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam dan dituangkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dijabarkan dalam APB Desa.

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
ketentuan penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

Bantuan Langsung Tunai Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan
paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari anggaran Dana
Desa.

Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga per seratus) dari
anggaran Dana Desa.



Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh per
seratus) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung
pangan Desa.

Dukungan program sektor prioritas di Desa.

Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
untuk mendukung Program Pensasaran Percepaan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diberikan kepada keluarga penerima
manfaat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa
sebagaimana ayat (2) diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili
di desa bersangkutan dan terdaftar dalam desil 1 data P3KE.

Dalam hal desa tidak terdaftar keluarga miskin yang terdaftar dalam desil 1
data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), desa dapat
menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung
Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam desil 2 sampai dengan
desil 4 data P3KE.

Dalam hal desa tidak terdapat keluarga miskin yang terdaftar dalam desil 1
sampai dengan desil 4 data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan
Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut :

kehilangan mata pencaharian;

mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau
difabel,;

tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau

rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

Hasil pendataan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf e telah
dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa Khusus, dan ditetapkan
sebagai daftar nama keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung
Tunai Desa, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini;

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh Pemerintah
Desa secara tunai setiap bulan.

Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas)
bulan dimulai dari bulan Januari sampai Desember 2023;

Keluarga Penerima Manfaat yang ditetapkan sejumlah 30 KPM, terlampir
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa
ini.



Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tedunan.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada tanggal : 25 Januari 2023
KEPALA DESA TEDUNAN,
TTD
MUHAMMAD ZAINAL AFIF
Diundangkan di : Tedunan
Pada tanggal : 25 Januari 2023
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,
TTD

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LEMBARAN DESA TEDUNAN TAHUN 2023 NOMOR 2

Dengan Aslinya
SA TEDUNAN,



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA)
TAHUN ANGGARAN 2023

JENIS PEKERJAAN

1 = petani pemilik lahan

2 = petani penggarap/penyewa
3 = buruh tani

4 = nelayan pemilik perahu

KRITERIA BLT

1 = P3KE Desil 1

2 = P3KE Desil 2

3 = P3KE Desil 3

4 = kehilangan mata

5 = nelayan penyewa perahu e
JENIS TANGGAL 1> 6 = buruh nelayan pencaharian; .
LAHIR ¥ =
KEL. < & | & |7 = buruh pabrik 5 = mempunyai anggota kel. yg
NO NIK NAMA PENERIMA 1=LK Format : E & | 2 |8 = ouru sekolah umum rentan sakit menahun/kronis |KET.
_ HH/BB/TTT = - guru agama dan/atau difabel;
2 =PR T < 10 =gpe daggang barang 6 = tidak menerima bantuan
11 = pedagang makanan so_s1a1 PKH; atau
12 = PRT (Pemb. Rmh. Tgg.) 7 = rumah tangga dg anggota
13= Pemulung rumah tangga tunggal lanjut
14 = Buruh Bangunan usia
99= lainnya
1 2 3 4 5 6 7] 8 9 16 11
1 13321134105650006 |MISROFAH 2 01-05-1965 |Tedunan| 1 | 1 99 6
2 13321131307710001 (M. ABDULLAH 1 13-07-1971 |Tedunan| 1 1 6
3 13321134206450001 [MASKANAH 2 02-06-1945 |Tedunan| 2 | 1 7
4 13321135009660001 |AMINAH 1 10-09-1966 [Tedunan| 2 | 1 11 S
S (3321131110800004 |MUHIBBIN 1 11-10-1980 |Tedunan| 3 1 99 S
6 (3321134704650001 [SAMINA 2 07-04-1965 |Tedunan| 3 | 1 6
7 13321134707580002 |ROFIATUN 2 07-07-1958 |Tedunan| 4 | 1 7
8 [3321134401500002 [MUDMAINAH 2 04-01-1950 |Tedunan| 4 | 1 7




TANGGAL

JENIS PEKERJAAN

1 = petani pemilik lahan

2 = petani penggarap/penyewa
3 = buruh tani

4 = nelayan pemilik perahu

5 = nelayan penyewa perahu

KRITERIA BLT

1 = P3KE Desil 1

2 = P3KE Desil 2

3 = P3KE Desil 3

4 = kehilangan mata
pencaharian;

JI?]}:ITS LAHIR 5 g : ::::: ::ll:?i':n 5 = mempunyai anggota kel. yg
NO NIK NAMA PENERIMA 1= Li{ Format : 5 E E 8 = guru sekolah umum rentan sakit menahun/kronis |KET.
: HH/BB/TTT | 0= guru apama dan/atau difabel;
2=PR T < 10 =gpe daggang barang 6 = tidak menerima bantuan
11 = pedagang makanan so_s1a1 PKH; atau
12 = PRT (Pemb. Rmh. Tgg.) 7 = rumah tangga dg anggota
13= Pemulung rumah tangga tunggal lanjut
14 = Buruh Bangunan usia
99= lainnya
1 2 3 4 5 6 71 8 9 16 11
9 [3321134203500006 |SURI'AH 2 02-03-1950 |[Tedunan| 5 1 99 7
1013321130203380001 |KHAEDONI 1 02-03-1938 [Tedunan| 5 1 3 7
1113321136702700001 |[MUZAENAH 2 27-02-1970 |Tedunan| 1 2 99 6
1213321130505620003 |ROZIKIN 1 05-05-1962 |Tedunan| 1 2 6 6
13(3321131501340001 |H. ANWAR FAUZI 1 15-01-1934 [Tedunan | 2 2 7
14 (3321131103410001 [SUTOMO 1 11-03-1941 [Tedunan | 2 2 2 7
15(3321130101770010 |ABDUL ARIF 1 01-01-1977 |Tedunan| 3 2 99 5
1613321134301490001 |[SITI RASMI 2 03-01-1949 |Tedunan| 3 2 6
1713321136305440001 |MURDALIFAH 2 23-05-1944 |Tedunan| 4 | 2 7
18(3321137112580010 |SUALIMAH 2 |31-12-1958 |Tedunan| 4 | 2 7
19 (3321134107450002 |KOPIPAH 2 |01-07-1945 |Tedunan| 5 | 2 99 7
20 (3320020808670003 |SUNARDI 1 08-08-1967 |Tedunan| 5 2 99 6
21(3321134909530001 |KHALIMAH 2 [09-09-1953 |Tedunan| 1 | 3 3 7
22 (3321134204020002 |[SITI SAFAATUN 2 02-04-2022 |Tedunan| 1 3 99 6
23(3321134309520001 |ANAFAH 2  [03-09-1952 |Tedunan| 2 | 3 3 7




TANGGAL

JENIS PEKERJAAN

1 = petani pemilik lahan

2 = petani penggarap/penyewa
3 = buruh tani

4 = nelayan pemilik perahu

5 = nelayan penyewa perahu

KRITERIA BLT

1 = P3KE Desil 1

2 = P3KE Desil 2

3 = P3KE Desil 3

4 = kehilangan mata
pencaharian;

JI?::IES LAHIR 5 g i ll:urull: ne:)ay.r:n 5 = mempunyai anggota kel. yg
NO NIK NAMA PENERIMA e Format : = g B (7 = buruh pabri rentan sakit menahun/kronis |KET.
1=LK < K |8 = guru sekolah umum . .
_ HH/BB/TTT | 0 = guru agama dan/atau difabel;
2=PR T < _g g 6 = tidak menerima bantuan
10 = pedagang barang sosial PKH; atau
: ; : g;c'lra(g::li;n ?::Ea!’:‘gg ) 7 = rumah tangga dg anggota
13= Pemulung ’ ’ : rul.:nah tangga tunggal lanjut
14 = Buruh Bangunan usia
99= lainnya
1 2 3 4 5 6 7|8 9 16 11
2413321134407740001 |PONIMAH 1 04-07-1974 [Tedunan| 2 | 3 99 6
25(3321134212910001 |[SUTAMI 2 02-12-1991 |(Tedunan| 3 | 3 99 6
26(3321137012660002 |RIFANAH 2 30-12-1966 |[Tedunan| 3 | 3 99 6
2713321134403850006 |DELA DARIDATUN NAFIS 2 04-03-1985 |[Tedunan| 4 | 3 99 6
2813321130704520001 |PARNADI 1 07-04-1952 [Tedunan| 4 | 3 6
2913321134107510002 |MUALIMAH 2 01-07-1951 |(Tedunan| 5 | 3 7
30(3321130107550004 |[ALI MAHMUDI 1 |01-07-1955 |Tedunan| 5 | 3 7

Tedunan, 25 Januari 2023
KEPALA DESA TEDUNAN

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF




